PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  YAMOWA'A HAREFA, AP
Jabatan :  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

Jabatan . Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjad| tanggung jawab kaml.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capalan kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, = November 2023
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Formula
NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Penghitungan
Kinerja Target

(1) (2) (3) (4) (5)

1. | Menurunnya gangguan | Persentase penurunan | -4,5% |[(n)-(n-1) / (n-1) X
ketertiban umum dan | pelanggaran ketertiban 100% *n= jumlah
ketentraman masyarakat | umum dan ketentraman pelanggaran tahun

masyarakat sekarang  seprovinsi
Kep.babel

2. | Menurunnya Dampak | Persentase  penurunan -12% *(Jumlah korban luka
dari Kejadian Pemadam, | Dampak dari Kejadian dan meninggal akibat
Penyelamatan dan | Pemadam, kebakaran) + (Jumlah
Evakuasl Kebakaran dan | Penyelamatan dan bangunan yang rusak
Non Kebakaran Evakuasi Kebakaran dan akibat kebakaran) / 2

Non Kebakaran x 100%

B Meningkatkan nilai | Nilai reformasi birokrasi 13,00 Perolehan predikat
Reformasi Birokrasi (RB) | unit Satpol PP hasil evaluasi
Satpol PP pelaksanaann

Reformasi Birokrasi
Satpol PP oleh
Inspektorat

Anggaran :

NO Indl(l:(a:lc:;“l(l:;\)erja Program Anggaran Keterangan

1. Persentase penurunan | Program Peningkatan Rp. 8.262.305.364,-

pelanggaran ketertiban | Ketenteraman Dan
umum dan | Ketertiban Umum
ketentraman
masyarakat
2. Persentase penurunan | Program Pencegahan, | Rp. 1.505.624.504,-
Dampak dari Kejadian | Penanggulangan,
Pemadam, Penyelamatan
Penyelamatan dan | Kebakaran Dan
Evakuasi Kebakaran | Penyelamatan Non
dan Non Kebakaran Kebakaran
3 Nilal reformasi birokrasi | Program Penunjang Rp. 14.978.534.996
unit Satpol PP Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi
Pangkalpinang, November 2023
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